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a. bah untuk meringankan bcban masyarakat yang 
terdarnpak Couid-19 terhadap kewajiban pembayaran 
pajak kendaran bermo or perlu diberikan in entif fiskal 
berupa P rnbcba an Sanksi Administrasi Pajak 
Kend an Bcrmotor dan Be Balik Nama Kendaraan 
Bcrmotor Kedua Ser Pembcbasan Bea Batik Na.ma 
K nd r an Bermolor Kcdua, telah diteta.pkan Pera ran 
Gubernur Nomor 52 T un 2022 tentang Pembebasan 

anksi Administrasi Pajak Kendaraan Bennotor Dan Bea 
8 ik Nama Kendaraan Berrnotor Kedua Serta 
Pemb b san Bea Balik N ma Kendaraan Bennotor Kedua 
di Provinsi Kalimantan Barat; 

b. b wa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang 
dilakukan oleh BAPENDA, tcrhadap Pembebasan Sanksi 
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 
Nama Kendaraan Berrnotor Kcdua Serta Pembebasan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, perlu 
diperpanjang masa berlakunya. Untuk itu dipandang 
p rlu melakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan 
Gubernur Nomor 52 Tahun 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Nornor 52 Tahun 2022 tentang 
Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan 
Bermotor Dan Bea Balik Nam Kendaraan Bennotor 
Kedua Serta Pcmbebasan Bea Balik Nama K ndaraan 
Bermotor Kedua di Provinsi Kalimantan Barat: 
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M nirnbang 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT 

NOMOR L .TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS ERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2022 
TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN 

BERMOTOR DAN BEA BALI NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA SERTA 
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA 

DI PROV1NSI KALIMANTAN BARAT 

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT' 
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ISTUI 

1. p s I ay t (6) Undan -Undang Dasar Negara Republik 
Ind nesia Tahun 1945; 

2. Undan -Undan Norn r 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbcntukan Pcraturan Perundang-Uundangan 
(Lcmbaran Negara Rep blik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonc ia Nomor 5234) eb aimana telah diubah 
be er pa kali, tcrakhir dcngan Undang-Undang Norn r 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua Atas Und ng­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Und ngan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 680 l); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana 
telah diubah bcberapa kali dan tcrakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Barat (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6780); 

5. Peraturan Pemcrintah Nornor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

6. Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuan an Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
157); 

8. Pcraturan Mcnteri Dalarn Neg ri Nomor 82 Tahun 2022 
tent ng Penghitung n Dasar Pengenaan Pajak 
Kcndaraan Bermotor dan Ben Balik Narna Kendaraan 

ermotor Tahun 2022 (Beri a N gar Republik Indonesi 
Tnhun 2022 Nomor 25); 

Men inga 
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BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 

ON 

SEKRETARIS DAERAH 
PRO INSI KALIMANTAN BARAT, 

Diundangkan di Pontianak 
Pada tan al ... 1 rt, r ,. 

Ditetapkan di Pontianak 
pada tanggal 1 

M}UBERNUR KALIMANTAN BARAT,~ 

Ag . eti p orang men tahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gu emur ini dengan penemp tannya daJ m Serita Daerah Provinsi Kalirnantan 
Barat. 

Peraturan Gubernur ini rnulai berlaku pa tanggal diundangkan. 
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